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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pribadi direksi perseroan terbatas sebelum pendaftaran dan

pengumuman menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pembahasan

dilakukan sehubungan dengan telah diperolehnya status badan hukum setelah perseroan terbatas disahkan

oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia. Dengan diperolehnya status badan hukum berarti perseroan terbatas telah

menjadi subyek hukum, dan karenanya dapat bertindak sendiri dalam hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPT walaupun

perseroan terbatas telah berbadan hukum, tetapi selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan,

direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan

terbatas.

Berdasarkan penelitian, rupanya UUPT tidak menitikberatkan pada akibat hukum dari diperolehnya status

badan hukum perseroan terbatas, tetapi lebih pada pentingnya fungsi penyelenggaraan pendaftaran dan

pengumuman yang merupakan kewajiban direksi, yaitu agar pihak ketiga menjadi terikat dengan segala

ketentuan dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Dengan belum dilakukannya pendaftaran dan

pengumuman, berarti pihak ketiga belum terikat, dan karenanya perseroan terbatas tidak bisa

dipertanggungjawabkan atas segala kerugian pihak ketiga tersebut. Konsekuensinya segala kerugian tersebut

menjadi tanggung jawab pribadi direksi secara tanggung renteng. Tetapi, terhadap perbuatan yang dilakukan

dengan mendapat persetujuan dari organ lain yang lebih tinggi dan dilakukan dengan itikad baik serta sesuai

dengan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka haruslah dikecualikan.

Mengingat perseroan terbatas telah menjadi subyek hukum, serta tidak ada larangan untuk melakukan

perbuatan hukum sebelum dilakukannya pendaftaran dan pengumuman, maka Pasal 23 UUPT haruslah

diartikan selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng

bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas, dengan tidak

mengesampingkan tanggung jawab perseroan terbatas apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan itikad

baik dan disetujui oleh organ lain yang lebih tinggi.
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